
 

 

  

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2008 

ABSTRAK : a.  Bahwa dalam rangka menertibkan admnistrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil, maka perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara 
terpadu, terarah dan terkoordinasi dan berkesinambungan; bahwa Perda Kabupaten 
Gowa No 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pungutan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil dipandang tidak sesuai lagi kondisi perkembangan sekarang, 
sehingga perlu ditinjau dan diganti. 
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